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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT TUGAS INSIDENTAL

Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan permohonan surat tugas kegiatan
penelitian/pengabdian kepada masyarakat/sebagai tenaga ahli yang bersifat
insidental dimaksudkan untuk memudahkan dosen/tenaga kependidikan dalam
ketertiban administrasi agar berjalan dengan baik sesuai prosedural dan untuk
memudahkan dalam penyusunan data pelaporan kinerja dosen/tenaga kependidikan
Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) di bidang penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini berkaitan dengan tata cara pengajuan dan penerbitan surat
tugas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Muhammadiyah Sukabumi (LPPM-UMMI) bagi dosen/tenaga kependidikan UMMI
yang akan mengajukan surat tugas sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan
penelitian/pengabdian kepada Masyarakat/sebagai tenaga ahli yang bersifat
insidental.

Definisi

1. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian
data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip
umum yang harus mengarah kepada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN),
Prioritas Nasional (PN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan pelaksanaan
pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya langsung pada
masyarakat secara kelembagaan melalui metode iimiah dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).



. Tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus
dalam memberikan jasa berdasarkan keahlian atau kemampuan khususnya.

. Insidental adalah kegiatan yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan
atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin; sewaktu-waktu
berdasarkan permintaan atau permohonan dari mitra.

. Kerangka acuan kegiatan (KAK) atau Term of References (TOR) adalah batasan
mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur suatu kegiatan agar
sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi acuan atau rambu bagi pelaksana.

. Laporan akhir adalah bukti keterangan tertulis yang diajukan oleh pelaksana
mengenai pelaksanaan tugas atau hasil kegiatan yang telah dilakukan.

. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

. Tenaga kependidikan adalah karyawan atau pegawai yang mampu mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan
keahliannya.

. UMMI adalah Universitas Muhamamdiyah Sukabumi, merupakan universitas
yang melakukan pelayanan pendidikan pada jalur formal dengan
menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkedudukan di Jalan R. Syamsudin,
S.H., No. 50 Sukabumi.

10. LPPM-UMMI adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang menerbitkan atau mengeluarkan
Surat Tugas kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat/sebagai tenaga
ahli bagi dosen/tenaga kependidikan UMMI.

11.Surat tugas adalah bukti penugasan yang diterbitkan oleh LPPM-UMMI untuk

dosen/tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian
kepada masyarakat/sebagai tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu.

Rujukan

Landasan Perundangan dan Regulasi

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan



Teknologi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 — 2025;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional limu Pengetahuan dan Teknologi;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

10.

11

12.

13.

14.

13.

16.

17.

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana
Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017 — 2045;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional 2020 — 2024;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan
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Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemendikbud;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program
Kampus Merdeka.

Landasan Institusional

T

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah-
Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah (SPMI-PTM/PTA) Edisi 2018;

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi
(SPMI-UMMI) Edisi 2020;

Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Renstra-UMMI)
Tahun 2022 - 2027.

Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 536/1.0/C/2020
tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas
Muhammadiyah Sukabumi;

Keputusan  Rektor  Universitas = Muhammadiyah  Sukabumi Nomor
1052/KEP/1.0/C/2023 tentang Buku Pedoman Akademik Universitas
Muhammadiyah Sukabumi.

Landasan Operasional
Landasan operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD);
Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;

3. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 (Edisi Terbaru).
Buku Panduan Skema dan Sistem Risetmu Batch VII Tahun 2023 Majelis Dikti
Litbang PP Muhammadiyah.

Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas
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10.
1.

Muhammadiyah Sukabumi tahun 2020;

Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Kampus Merdeka Universitas
Muhammadiyah Sukabumi tahun 2020:

Pedoman Rekognisi Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun
2020;

Pedoman Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun
2022,

Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2023;

Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Garis Besar Prosedur

1.

Surat permohonan diajukan kepada ketua LPPM-UMMI dengan melampirkan
surat permohonan dari instansi atau mitra terkait dan/atau Kerangka Acuan
Kegiatan (KAK) atau term of reference) (TOR) sesuai kegiatan yang akan
dilakukan.

Staf LPPM-UMMI memproses pembuatan surat tugas sesuai pengajuan dan
berkas yang disampaikan.

Surat tugas dibuat untuk jangka waktu sesuai ajuan dan akan ditinjau ulang
setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Dosen/Tenaga Kependidikan wajib melaporkan hasil kegiatan sesuai Surat
Tugas yang diberikan kepada LPPM-UMMI paling lambat 1 (satu) minggu setelah
pelaksanaan kegiatan selesai.



BAGAN ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN SURAT TUGAS KEGIATAN
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/SEBAGAI TENAGA AHLI

Mitra

Dosen/
Tenaga Kependidikan

Staf LPPM-UMMI

Pengajuan Permohonan Surat
Tugas (Tenaga AhlifNarasumber)

ke LPPM-UMMI

1. Surat Permohonan
2. KAK/TOR Kegiatan

Ketua LPPM-UMMI

Pengecekan Surat
Permohonan dan Berkas

dikirim melalui surel
Ippm@ummi.ac.id

Surat permohonan dan

KAK/TOR sesuai kegiatan

yang diajukan

Dosen/
Tenaga Kependidikan

Penerbitan Surat Tugas

Surat tugas kegiatan
penelitian/pengabdian/
sebagai tenaga ahli yang
telah diverifikasi dan
ditandatangani oleh ketua
LPPM, dikirim ke
permohon

v

Pelaksanaan Kegiatan

Selesai

Melaksanakan kegiatan
sesuai Surat Tugas dan
wajib melaporkan hasil
kegiatan paling lambat 1
(satu) minggu setelah
pelaksanaan kegiatan
selesai dikirim melalui
surel lIppm@ummi.ac.id




Lampiran 1

TEMPLAT PERMOHONAN SURAT TUGAS KEGIATAN
PENELITIAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/SEBAGAI TENAGA AHLI

Yth.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Muhamammadiyah Sukabumi
di tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Penelitian/Pengabdian kepada
Masyarakat/Sebagai tenaga Ahli*, maka melalui surat ini saya/kami*,

No. Nama NIP/NIDN/ Program Jabatan
NIM Studi/Fakultas
1 Ketua
2 Anggota
Dst. Anggota

memohon untuk diberikan surat tugas pelaksanaan kegiatan Penelitian/Pengabdian
kepada Masyarakat/Sebagai tenaga Ahli * dengan rincian sebagai berikut

Judul Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Lama Kegiatan

Biaya Kegiatan

Sumber Biaya

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya/kami* lampirkan TOR/KAK kegiatan*.
Demikian surat permohonan ini saya/kami* buat. Atas perhatian dan kesediaannya,

saya/kami* ucapkan terima kasih.
Mengetahui:

Ketua Program Studi ...... /Dekan
Fakultas ......*

(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP.

*) Pilih salah satu

Hormat Saya,
Ketua Pelaksana Kegiatan

(Nama Lengkap dan Gelar)

NIDN.

Catatan: Surat permohonan dibuat oleh dosen apabila tidak ditujukan ke LPPM dari Mitra




Lampiran 2

TEMPLAT LAPORAN KEGIATAN

RINGKASAN
PRAKATA DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. TUJUAN DAN SASARAN
2.1. Tujuan Kegiatan
2.2. Sasaran Kegiatan
BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN
BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT)
BAB 5. MANFAAT YANG DIPEROLEH (OUTCOME)

5.1. Hasil yang Dilakukan kepada Mitra (dijelaskan kondisi mitra sebelum dan
sesudah mendapatkan pengabdian.

5.2. Dampak Ekonomi dan Sosial (berupa peningkatan pada mitra dilaporkan
dalam bentuk data terukur dan dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik,
sehingga terlihat peningkatannya (keadaan mitra sebelum dan sesudah kegiatan
ditunjukkan dalam bentuk data/grafik/tabel dan foto).

5.3. Kontribusi Mitra terhadap Pelaksanaan

BAB 6. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN
TINDAK LANJUT

6.1. Faktor yang Menghambat/Kendala

6.2. Faktor yang Mendukung

6.3  Solusi dan Tindak Lanjut

6.4 Rencana dan Langkah Strategis Agar Berkelanjutan
BAB 7. SIMPULAN DAN SARAN

7.1.  Simpulan

7.2. Saran
LAMPIRAN

1. Foto/Gambar (Dokumentasi dan Hasil Kegiatan)

2. Bukti Luaran (Sertifkat atau yang lainnya)



